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b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Wali Kota tentang Standar Biaya Masukan 
(SBM) di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau Tahun 
Anggaran 2023; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang 
Pembentukan Kota Bau-Bau {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6736); 

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan efisiensi 
penggunaan anggaran yang dibebankan pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta 
lancarnya perencanaan dan pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kata Baubau, Tahun 
Anggaran 2023, yang berdaya guna dan berhasil guna 
sesuai ketentuan perundang-undangan maka perlu 
disusun Standar Biaya Masukan (SBM) di 
Lingkungan Pemerintah Kota Baubau Tahun 
Anggaran 2023; 
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5. Undang-Undang Nomori 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 .Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indone~ia Nomor 4355); sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6736); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2022 ten tang Hu bungan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 4, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
'Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

r: \ 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 20l0 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 ten tang Standar 
Harga Satuan Regional Tahun Anggaran 2020 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57} 

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat 
Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 
tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik 
Daerah (Berita Negara Repu blik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 2083); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
ten tang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor976); 

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.07 /2021 
tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa 
Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Pendukung 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 
19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 149); 

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494); 

23. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2009 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2009 Nomor 3}; 
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Dalam peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Baubau; 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Baubau; 
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau; 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bau bau; 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Baubau; 
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD 

adalah Rencana Tahunan Pemerintah Kota Baubau yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD dan ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah Kata Baubau: 

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
Perangkat Daer ah di Lingkungan Pemerintah Kota Bau bau selaku 
Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang; 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR BIAYA 
MASUKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BAUBAU 
TAHUN ANGGARAN 2023. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

I 

I 24. Peraturan Daerah Kata Baubau Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kata 
Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 
5}; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas 
Peratu.ran Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 
Nomor 2); 

25. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2020 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Kata Baubau Tahun 2018-2023 
(Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2013 Nomor 1); 

26. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2022 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Baubau Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota 
Baubau Tahun 2022 Nomor 5). 
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Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 yang berfungsi sebagai batas 
tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Wall 
Kata ini. 

Pasal 3 

(2) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 berfungsi sebagai batas 
tertinggi yang merupakan biaya yang tidak dapat dilampaui. 

(1) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 adalah satuan biaya 
berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk 
menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan Rencana 
Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran 
Perubahan (RKAP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 
Anggaran 2023; 

Pasal 2 

BAB II 
STANDAR BIAYA MASUKAN 

8. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang slelanjutnya disingkat RKA-SKPD 

adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana 
pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan SKPD serta rencana 
pembiayaan sebagai dasar Penyusunan APBD Kota Baubau; 

9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA- 
SKPD adalah dokumen yang memuat belanja yang digunakan sebagai 
dasar pelaksanaan Anggaran oleh Pengguna Anggaran (PA); 

10.Harga Satuan Biaya adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada 
waktu tertentu untuk perhitungan biaya komponen masukkan 
kegiatan; 

11. Tarif Biaya Masukkan adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada 
waktu tertentu untuk perhitungan biaya komponen masukkan 
kegiatan; 

12.Indeks Biaya adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa 
barang/jasa masukan untuk perhitungan biaya komponen masukkan 
kegiatan. 
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.. - . ·~ 
BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2Dl'2.. NOMOR l~~ 

WALI KOTA BAUBAU, 

Ditetapkan di Baubau 
pada tanggal, 2o Oe~btf 202:l. 

Diundangkan di Bau bau 
pada tanggal, 

Peraturan W ali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan 

• r • 

Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau. 

Pasal 4 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 


